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o PENDAHULUAN

Envesiass atau penanaman : modai merupakan saEah satu komponen utama
vang diperlukan dalam mencapai pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Dalam
hal ini besarnya iaju pertumbuhan ekonomi yang akan dicapai akan ditentu-
kan olel kemampuan investasi vang dapat dilakukan, baik investasi secara
aggregal maupun investasi pada masing-masing sektor ekonomi. Hubungan
antara perubahan pendapatan dengan perubahan investasi ditentukan puila
oleh angka Increamental Capital Outpui Ratio (ICOR).

““Lajii pertumbuhan-ekonomi dacrah Sumatera Barat dalam masa Repelita
Keempat diperkirakan akan meningkat rata-rata sebesar 6,0% per tzhun. Sé-
dangkan dalam tahun’ pertama dan kedua masa Repelita Kelima {1989-1990)
laju pertumbuhantersebut<diperkirakan ‘rata-rata sebesar:7,0% per-tahun.

Sesuai: dengan target-pertumbuhantekonomi di‘atas maka diperlukan pula se-
jumlah investasi-tertenti:baik 'yang berasal dari sumber sekior pemerintah
maupun dari sumbersektor non-pemeriniah. Oleh sebab itu kedua sumber. in=
vestasi ‘divatas peliu -dianalisa’ dan diperkirakan baik: ‘secara tolai rnaupun
aiokasmya pada masmg masmg Sektor ekonomz. e o

D1 dalam strumur pexekonomsan Indonema terdapai 3 unsur yang perlu
dikembangkan secara scrasi, yaitu pemerintah, swasta dan koperasi, Dari ke-
tiga unsur ini maka peranan yang besar diberikan kepada sektor swasta dan
kopcrasz sedangkan peranan pemermtah adalah ber51fat mendorong atau me-

13&:.;'111 dan Lipmdn Emlf -,mdi PV( 54 Sammmr Cmnp.'ehwmu Divestnerni ij.'!m vang dx-
susun ofelr penulis,

“"Drs. Rusiian Kamaluddin adalah Lekior kepala Fakuizas Ekonomi Universitas Andalas dan
Drs. lswandi Iskandar adalah Siaf Bappeda Kolamadya Padang.
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nunjang: dengan menciptakan iklim yang sehat dalam berusazha. Dengan se-
makm besamya peranan sektor swasta maka berarti bahwa kebutuhan inves-
tasi-diisekior tersebut akan jauh lebih meningkai di ‘ masa-masa mendatang
ini: beram pula bahwa sumber-sumber pembizyaan bagi investasi sektor
swasta'perin digali dan ditingkatkan sejauh mungkin. Di samping itu investasi
sektor pemerintah perla pula diarahkan kepada lapangan atau kegiatan yang
dapat menunjang perkembangan sektor swasta, yaitu dengan menciptakan
dan meningkatkan berbagax fasshtas yang dsperlukan bag: pengembangan
sektor "wasta lersebut R 2l

LA iahsa pada bagian ini akan mencoba mengungkapkan hubungan dan
peranan investasi dalam mendorong penmgkatan laju pertumbuhan ekonom;
Sumatera Barat baik da]am waktu yang telah latu maupun pada masa-masa
m{:ndatangz "Oleh sebab ity sesuai dengan, perkiraan target laju pertumbuhan
ekonoms akan dicoba untuk memperkirakan besarnya investasi yang d}butuhu
%san “Analisa mendalam akan diberikan kepada investasi sektor pemerm{ah
yang akan diperinci menurit Investasi Pémerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah, ‘Dari analisa tersebut akan dxcoba untuk merumuskan rekomendass
kebuaksanaan yang periu d:tempuh daéam masa -1masa mendatang, yaltu sam—
pai tahun '1990.

PERTUMBUHAN BKONOMI DAN PERKIRAAN KEBUTUHAN INVES-
TASI

‘Pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat dalam Pelita Kesatu, Kedua, dan
Ketiga beriurut-turut adalah meningkat rata-rata 6, 19%, 7,2% dan 6,8%. Se-
iring dengan itu jumlah investasi meningkat pula dalam masa tersebut yaitu:
Pelita Kesatu Rp 41,3 milyar, Pehita Kedua Rp 272,7 milyar, dan Pelita Ketiga
sebesar Rp’ 509,6 milyar. Sedanr’mn Jumlah Produk Domestik Regional Bruto
dalam masa tersebut adalah R;) 448 55 mlivar Rp 1. 205 2 mﬂyar dan Rp 3 504 6
mliyar '

“Berdasarkan kepada angka-angka tersebut, maka terdapat angka ICOR
dalam Pelita Kesatu sebesar 1,51; Pelita Kedua 3,14; dan Pelita Ketiga 3,82.
Keadaan ini telah menunjukkan bahwa untuk menaikkan tingkat pendapatan
masyarakat di Sumatera Barat telah diperlukan jumiah investasi yang semakin
besar. Hal ini memberikan indikasi pula bahwa tiga masa Pelita tersebut telah
diperlukan peningkatan jumlah sumber pembiayaan vang semakin besar. Ini
terbukii dari persentasi investasi terhadap PDBR yang semakin meningkat,
yaiti dalam Pelita Kesatu 9,2%, Pelita Kedua 22,6%, dan Pelita Ketiga se-
besar 26,0%.
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Angka ICOGR Indonesia: telah- d]perktrakan pada akhir Pelita Kedua: dan
akh;r Pelita: Ketiga sebesar 3,05:dan 3, 80 Dengan demikian maka ICOR
Sumaiera Barat relatif-hampir sama dengan ICOR indonesia, di mana: ratas
rata‘Indonesiasedikit lebih-rendah: Sedangkan perbandingan invesiasi ciengan_
PDBR menunju}ckan pula indikasi yang sama, di-mana rata-rata Indonesia
relatif:lebih- rendah yauu aklmr Pelita Kedua sebesar 21 2% dan akhir P’el;[a .
Ket:ga 24 6%

Laju penumbuhan ekonoml Sumatera Barat dan Indonesxa te}ah d}pe -
kirakan meningkat pada masa-masa mendatang. Dalam masa Repelita. Ke-
empat, faju pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan menmgkat rata-
raia.3, 0% dan, Sumatera Barc_t sebesar 6, {)% per tahun Kedua angka ini reiam '
leb;h rendah danpada angka Pehia Ketlga yaitu masmg—masmg sebesar 6 5%
dan 7,0% per tahun Tetap; sebaliknya angka ICOR diperkirakan akan men-
jadi iebxh besar,"ICOR Indonesia dxperk:raxan mencapai 5,34 dalam Repg ita
Keempat 3 sedangkan di Sumatera Barat diperkirakan sebesar 4,12.4 Peni ig-
katan i dxsebabkan terutama karena penggunaan teknologi. vang semakm
tinggi sehmgga memerlukan modal vang relatif jauh lebih besar. Namun é—
mlksan angka ICOR di Sumatera Barat akan berada di bawah angka Indone-
sia, vang berarti bahwa kema;mn dalam teknologi pada pemakaian modal
tidak akan sepesat di Indonesia secara keseiuruhan,

Sebagaimana halnya yang diperkirakan secara nasional, maka tingkat in-
flasi‘di Sumatera Barat sebesar 8,0% per tahun dalam masa Repelita Keempat.
Angka ini jauh lebih rendah dari Pelita Ketiga vaitu sebesar 14,6%.

:Perubahan dalam komposisi-komposisi di atas akan mengubah pula pola
penmgkatan investasi di Sumatera Barat. Hal ini akan lebih jelas dapat dilihar
cialam Tabel L.

Umuk mem.apa} rarget 3umlah PDBR seperti dlkemuka}\an di atas dx—
bmuhkan ]umiah investasi yang semakin besar, Dalam tahun 1984/85. ke—
butuhan investasi di Sumatera Barat adalah sekitar 20 6% dari jurnlah PDBR
menurut harga berlaku. Angka ini kemudian meningkat menjadi 29,35% pada
tahun 1990/91 Kenalkan jumlah mvesias; sm tcrcermm puia dalam kenaxkan

'chdra Esmara Pcwm aaan Pc’mhzmeumm Dcrerah i’ !n(!{memr, Lembaga Pcnehtlan
Ekonomi Regional, Fakulias Ekonomi Universitas Andalas, Padang, 1982, hal. 7.

2Hendra Esmara, me’ hal 78

3chubiil\ Indonesla R(m( aHg Rem ana Pc*mbmmzman Lmra Tcrhun Keempaf !984/85 -
1988789,
Dlilaiung dari Rtmumﬂmr Renumu Pembangunan me Tahun Keempay, 1984/85 -

1985/89, Propinsi Daerah Tingkar I Sumatera Barat, Buku Ke- 1, hal. 3.8, . 3.11 dan hal, 7.5. -
7.6. :
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PERK]RAAN ?RODUK DOMESTIK BRUTO REGIONAL DAN
fone U REBUTUHAN INVESTASI, 1984785 - 1590/9]
' - (dalam milyar rupiah)

PDBR ' Indeks  Laju

fiie Implisis = Pertumbuhan ICOR Kebuiui]an
:: Harga ‘Harga .- (1975.= 100) . BPEBR ¥ Inves[aﬂ

= Berfaku - Konstan

o487 . 3208 2957 o 41 4,00 55,6 -
10966 - 337, 3253 0 Sl 403 2254

1984785

1985/86 © 12610 3557 3545 5.5 4,06 281,6

19868777 14436 3770 0 3829 6,0 4,09 3542
1987/88 . 1% 1.643,9 < 401,2 409,7 6,4 4,12 433/5°77
1988/89: . © - 1.864,5  429.3 4343 - 7,0 415 541,600

1989/0 L2147 4594 460, ... 70 418 618,81
1990/51 : 491,5 4881 _ 7.0 4,21 07,0 . .
Laju Perium-

buhan {%%) 14,2 6,3 7.4 6,3 4,12 241

* Menurut harga berlaku,

angka ICOR (lnu,reamcmal Capital Oulpul Ratio} vang mummzka: dari 4,03
dalam tahun 1984/85 menjadi 4,12 dalam 1ahun 1990/91.

- Laju pertumbuhban ekonomi dalam periode 1983/84 - 1990/91 diperkira-
kan meningkat rala-rata 6,5% per tahun berdasarkan harga konstan tahun
19’75 atau écbesar 14,2% menurui harga berlaku. Un:uk mencapai tareet
terscbu( di aras, maka jumlah investasi perlu ditingkatkan scbesar 24,1% per.
tahun berdasarkan harga bérlaku. Angka ini scdikit lebih 1inggi dan
angka §aju per[umbuhan investasi Indonesia (ﬁasmnai) yailu schesar 19,19,
namun masih di bawah angka laju pertumbuhan investasi Sumatera Baraida-
lam Pelita:Ketiga schesar 25,8% per tahun.? Di dalam Buku Rancangan-Re-
pelita Keempat Sumatera Baras telah diperkirakan Kebutuhan investasi sebosar
Rp 1.836,3 milyar. Sedangkan sampai tahun 1990/91 kebutuhan investasi ini
akan mencapai Rp 3.162,1 milyar. Berarti dalam periode dua tahun berikutnya
diperlukan tambahan investasi sebesar Rp 1.325,8 milvar atay meningkai se-
besar 72,2% dari Pelita Keempat.

Republik Indonssia, op. o

Ipropinsi Daerah Tingkat 1 Sumatera Barat, ibud.
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Untuk memenuhi kebutuhan investasi tersebut di atas, maka selurah
sumber pembiayaan pembangunan perlu ditingkatkan. Sumber investasi se-
cara garis besarnya dibagi atas dua macam yaitu investasi pemerintah dan in-
vestasi non-pemerintah, Yang dimaksud dengan investasi pemerintah di sini
adalah yang disalurkan melalul anggaran belanja negara (pemerintah pusat)
dan anu_aran belanja dacrah (pemerintah daerah), sedangkan investasi non-
pcmcnmah adalah yang berasal dari luar anggaran belanja negara/daerah
Komposisi investast sejak ‘masa Pelita Kesatu sampai masa Pelita Ketiga ; me-
aunjukkan bahwa investasi pemerintah telah memberikan sumbangan yang
Lukup besar. Peranan investasi pemerintah dalam Pelita Kesatu adalah

' b'_ Pelita Kedua 45,4%, dan Pelita Ketiga sebesar 53,9%. Dengan’
n'teinyata bahwa peranan investasi pemerintah ini relah semakin besa
dalam masa tiga periode Pelita di atas. Namun dalam masa-masa mendatang
peranan investasi pemerintah tersebut diperkirakan relatif tidak akan sebesar
yang-dicapai dalam masa-masa sebelumnya. Hal ini disebabkan karena:pe-
ningkatan dalam Anggaran Pembangunan Negara (APBN) yang merupakan
sumber terbesar dari pembiayaan pemerintah di Sumatera Barat diperkirakan
akan relatif lebih kecil pula pada masa mendatang. Peningkatan Anggaran

Tabel 2

PERKEMBANGAN DAN PERKIRAAN INVESTASI MENURUT SUMBER
DI SUMATERA BARAT (dalam milyar rupiah)

Pemerintah Non-Pemeriniah Toal’

Periode
Tahun =, 1o Jumlah R} Jumlah % Jumiah L%
Pialr U 2ie 518 199 482 4,3 1000
Pelita I12 . 1290 47,3 43,7 527 2727 100,0
Pelita 1II® 91,5 540 4181 46,0 909,6  100,0
Repelita IVP. 7 . 8584 467 9779 533 1.836,3 1000
1984/85 ) 1252 55,5 1002 44,5 2254 1000
198578670 0 T 145,4 51,6 136,2 -~ 48,4 - 285,60 10000
1986/87 - - SIS (SR 41,5 186,1 52,5 3542 160,0
I987/88... .. . . 1945 449 2390 55,1 433,5 . 1000
| 1988/89 S 2252 4L6 3164 58,4 541,6 . 100,0
1985/90° 261,0 422 3578 57,8 6188  100,0
1950/91* 302,7 42,8 4043 57,2 07,0 100,0
1984/85 - 1990/91 14221 450 1.740,0 550 362,01 | 1000

Sumber:  ® Repelita IH Sumatera Barat.

® Rancangan Repelita IV Sumatera Barar.
© Angka perkiraan.
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Pembangunan Negara yang relatif alokasi APBD tersebut ke dacrah-daerah,
termasuk Sumatera Barat. -

"Perkembangan investasi menurut sumber di atas sejak Pelita Kesatu secara
lebih jelas.dapat diperhatikan dalam Tabel 2.

“Dark angka—angka dalam Tabel 2 tersebut-terlihat bahwa peranan investasi’
pcmermtab turun dari 54,0% pada Pelita Ketiga menjadi 46,7% pada Repelita
Keempat. Pada awal Repelita Keempal peranan investasi pemerintah ini masih
tetap tinggi, yaitu mencapai 55,5%. Namun untuk tahun-tahun selanjutmya
akan terus:menurun sehingga mencapai 41,6% pada akhir Repelita Keempat-
tahun 1988/1989. Sedangkan untuk masa dua tahun berikutnya yaitu 1989/60
dan 1990791 peranannya kembali menaik vaitu menjadi 42,2% dan 42,8%.
Dengan menurunnya peranan investasi pemerintzh di atas maka untuk me-
menuhi kebutuhan investasi pada masa mendatang akan lebih banyak dlha~
rapkan dari sumber non-pemerintah, yaitu dari masyarakat, swasta (daiam
dan luar negeri), lembaga perbankan, dan lain-lain.

SUMBER PEMBIAYAAN SEKTOR PEMERINTAH

' Sesixa'i,de_ngan sistem pemerintahan di daerah, maka sumber pembiayaan
pembangunan pemerintah di daerah terdiri dari 3 macam, vaitu: (a} Anggaran
Pembangunan Pemerintah Pusat yang dialokasikan ke Daerah; (b) Anggaran
Pembangunan yang berasal dari Daerah sendiri (AFPBD ’Fmgkat {dan ngkat
11). Anggaran Pembangunan Pemermtah Pusat, vaitu yang berasal darl_
APBN dialokasikan ke Daerah dalam dua macam bentuk, yaitu: anggaran’
proyek proyek Pelita Nasional (dlsebut Proyek Sektoral) dan sumber pem-
biayaan dalam bentuk Program Bantuan Inpres.

‘Investasi.yang berasal dari dana pembiayaan proyek sektoral merupakan
anggaran pembangunan Pemerintah Pusat yang berlokasi di daerah yang di-
laksanakan . oleh. Dinas/Instansi Pemerintahi Pusat di daerah. Dana pem-
hiayaan ini digunakan untuk pembangunan sekior-sektor ekonomi dan sosial
vang pada umumnya dititikberatkan kepada pembangunan prasarana. dan
sarana dalam sektor-sektor yang bersangkutan.

- I2ana pembiayaan Pemerintah Pusat dalam bentuk Program Ban,t_ua_n
Inpres dimaksudkan untuk membantu daerah dalam meningkatkan pemba-
ngunan di daerah dalam rangka mewujudkan pemerataan pembangunan_d'an
mempercepat laju pertumbuhan ekonomi daerah. Mengenai jenis bantuan,
kriteria dan sasaran dari Program Bantuan Inpres ini dapat diperinci sebagai
berikut:
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U lenis Inpres

Kriteria

Sasaran

Tujuan’ .

1. Bantuan. Tingkat

* 1i/Kabupaien/Ko-
lamadya

2. :Inprc_s Sekolah Da-

4.”1nprcs Penunjang
'}a]'m G

5. Inpres Penghijau-
an dan Reboisasi

6. Inpres Desa

. Jumiah
. - Usia . Sckolah Dasar

_Jumlah Penduduk

penduduk

vang belum terram-

) ]51_.1.]j11:§. (7-_I2 tahun)

Jumiah dan luas keca-

matan

Daerah terisolasi

Luas daerah kritis

Jumlah desa

Peningkatan prasa-
rana jalan, iembatan,
dan irigasi

Meningkaltkan- daya - -
tampung dan fasilitas

Sekolah Dasar

Meningkatkan fasili-

tas -pelayanan kege- -

hatan

‘Meningkatkan prasa-
rana jalan dan jem-

batan

Penghijauan dan re-
boisasi

Peningkatan prasa-
rana perhubungan,
produksi, sosial, dan
pémasaran

didikan.

-daerah’ ‘dan pening:

Mcningkatkan - ke-
sempatan  day
pangan kerja,: /i

peroleh fasilita

Pemerataan - iﬁem'-__
peroleh fasilitag ‘pe...
lz_zyanan kesehg[an‘

Membuka isolasi

‘katan produksi

Rehabilitasi  daerah

kritis

Meningkatkan pasti-.
sipasi aktif masyara-
kat dalam memba-

ngun desanya. =~

lnvestasx Pemenmah Daerah baik Daerah Tingkat [ Propinsi maupun
Daerah _ngl«.at 11 Kabupaten/Kotamadya, berasal dari Tabungan Pemerin-
tah Daemh yaltu **Selisihy antara jumlah penerimaan daerah dengan Jumiah'
belanja rutin daerah” dan tercantum di dalam Anggaran Pendapaian danf
Belanja Daerah.

“‘Sumber pendapatan (penerimaan) daerah dapat diperinei atas dua bagian
utama’ yaitut’ (1) Subsidi dari Pemerintah Pusat; dan (2) Pendapatan ‘Asli
Daerah”Sendiri. Dari kedua sumber pendapatan tersebut maka subsidi-dari
Pemerintah Pusat memberikan sumbangan yang jauh lebih besar. Pada akhir
Pelita’Ketiga tahun 1983/84 peranan subsidi Pemerintah Pusat dalam APBD
Tingkat I Sumnatera Barat adalah sekitar 84,0% dan pada akhir Pelita Ketiga
tahun 1983/84 meningkat menjadi 84,8%. Sedangkan peranan subsidi dalam
APBD seluruh Daerah Tingkat II di Sumatera Barat dalam tahun 1980/81
adalah sebesar Bp 5.072,3 juta yaitu kira-kira 49,4% ! Keadaan tersebut me-

Dis. Rustian Kamaluddin dan Drs. Iswandi Iskandar, Potensi dan Disparitas Pembiayaan
Perihatigunan Daerah Tingkar H Kabupaien dan Koramadya di Sumatera Barar, Universitas An-
dalas, Padang, 1982, hal. 40.
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Tabel 31,

SUMBER PEMBLAYAAN PEMBANGUNAN PEMERINTAH
MENURUT JENIS Dl SUMATERA BARAT, 1969/70 - 1983/84
(dd am Jma riEpia ;} o

Proyek ~ ~Bantuan  APBD APBD shumlah
Sckroral . ¢ Inpres Tingkat 1T Tingkat 11 b W

15319 70,0 2487 74,9

S AS4a L 2340 550,0 . 165,6
197 L 2.783,6 3358 2734 82,3
L 1972/73 5.592,4 4245 467,0 140,6
1973/74 47006 779,9 632,3 190,3 _
Pl [6.552,6 . 1.844.2 23714 653,7 21 421'9
1974/75 5.807,5 1.807,4 1.511,5 5150 : 9'.641;1
1975/76  13.065.4 3.053,7 2.216.4 1.002,9 19.338;4
1976/77  17.650,4 4.380,4 2.480,4 2.418,4 26.929,6
L A9TT/78 222432 4,890, 3.439,2 1.166,6 31.739,3
Lo 197B/TY . 28.731.5 5.688,4 3.450,0 1.437,8 39.307,7
Pelita I, 874980 21.800,2  13.097.§ 6.560,7 128.956,4
©1975/80  38.046,0 6.678,0 3.479,0  2.849,0 51.052,0
1980/81  66.269,5  13.014,0 6.067,0 3.822,0 89.172;5
SIUI9B1/82 68.956,0  25.173,0 8.107,0 - 4.499,0 106:735,0
#1982/83  T0.757,0  24.872.0 112160 5.625,0 112:470,0
L. 1983/B4  .85.5350  20.363,0 9.912,0 7.056,0 £22.866,0
Pelita JI1 - 329.563,5  99.273,0  38.781,0  23.851,0 491.468,5
Laju Pertumbuhan (%}
Pelita 1 324 . 494 26,3 . 26,3 34,5
Pelita H _ _ 43,6 48,8 . 40,4 40,8 442
Pelita HE 24,4 29,1 235 37, 25,6

S.um'i?w‘: i Angka [979/80 - 1983/84: Rencuna Pembanenunun Lima Talun Propinsi Dzm féu—
o matera Barat, Padang, 1983,

b Angka 1969/70 - 1978/79, idak termasuk APBD Tingkat 1) Lembaga Fenclilian
Ekonomi Regionai Fakultas Ekonomi Universilas Andalas, Hasil-hasil Peniba-
reunan Pelita I dan Pelita I dan Pelaksanaun Pelita HE di Swmiera Barat (Angka
‘Iapres direvisi dengan mengeluarkan Inpres Pasar dan Pertokoan),

¢ APBD Tingkat H, 1974/75 - 1978/79: Drs. Ruslian Kamaluddin dan Prs. Iswandi Is-
kandar, Potensi dun Disparitus Pewhiavaan Daerah Tinegkar H Kabupaien dan Kojo-

- madva di Sumatera Barar, Universitas Andalas, Padang, 1982, hal, 21

§ APRD Tinckat I 1969/70 - 1973/74: meryrukan aiiela perkiraun.
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nunjukkan pula bahwa Tabungan Pemerintah Daerah sangat tergantung dari
subsidi Pemerintah Pusat,

Dengan memperhatikan besarnya pembiayaan pemerintah pada masing-
masing sumber tersebut di atas maka ternyata bahwa sebagian besar darj in-
vestasi pemerintah di Sumatera Barat berasal darl Anggaran Pemerintah Pu-
sat; baik dalam bentuk proyek:proyek sektoral maupun berupa program ban-
tuan Inpres. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa sumber investasi pe-
‘merintah di Sumatera Barat sebagian besar berasal dari luar daerah. Padg
Pelita Kesatu Investasi Pemerintah Pusat tersebut berjumlah Rp 18,4 milyar,
'Pe!;ta Kedua Rp 109,3 milyar, dan Pelita Ketiga Rp 428,8 milyar. Dibanding-
%\an dengan seluruh investasi pemerintah dalam periode tersebut di atas, maka
peranan investasi Pemerintah Pusat adalah: Pelita Kesatu 86,0%, Pelita Ke-
dua, 84,7%, dan Pelita Ketiga 87,3%. Ini berarti bahwa dalam tiga masa
Pelita di atas peranan investasi Pemerintah Pusat di daerah Sumatera Barat
telah: semakin meningkat, sebaliknya peranan investasi Pemerintah Daerah
telahisemakin mengecil. -

" Perkembangan sejak masa Pelita Kesatu sampai akhir Pelita Ketiga me-
nunjukkan bahwa investasi pemerintah di Sumatera Barat telah merningkat
'cd'k':up pesat. Laju pertumbuhan total investasi pemerintah secara rata-rata
dalam Pelita Kesatu adalah 34,5% per tahun, dalam Pelita Kedua meningkat
ménjadi 44,2% namun dalam Pelita Ketiga menurun menjadi. 25,6%. Ke-
adaanlaju pertumbuhan seperti di atas ternyata dialami oleh hampir setiap
sumber, yailu meningkat dalam Pelita Kedua dan menurun kembali dalam
masa Pelita Ketiga. Untuk lebih jelasnva mengenai perkembangan investasi
pemerintalh  menurut  masing-masing sumber dapat  diperhatikan dalam
Tabel 3.

" Oleh karena jnvestasi pemeriniah di daerah Sumatera Barat sebagian bésar
berasal dari Pemerintah Pusat, maka perkembangannya jelas dipengaruhi
oleh perkembangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), khu-
susnya anggaran pembangunan pemerintah pusat. Oleh karena itu untuk
mengukur besarnya invesiasi pemerintah dalam pembangunan daerah Suma-
tera Barat perlu dibandingkan dengan besarnva jumlah APBN. Hal ini akan
dapat dilihat dari segi jumlah PDB (Produk Domestik Bruto) dan jumlah pen-
dudui\ vaitu seperti tergambar dalam Tabel 4,

Dari angka-angka Tabel 4 ternyata bahwa laju pertumbuhan investasi pe-
merintah secara nasional adalah lebih tinggi daripada laju pertumbuhan in-
vestasi pemeriniah di Sumatera Barat. Namun laju pertumbuhan yang tinggi
lersebut juga diiringi oleh laju penumbuhan PDB dan penduduk vang tinggi
pula.
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PERBANDINGAN INVESTASI PEMERINTAH DENGAN PDB DAN
< JUMLAH. PENDBUDUK BI SUMATERA BARAT DAN INDONESIA, 1969-15%0

indongsia - Sumatera Barat

PDB  Investasi  Penduduk  PDB  Invesiasi Penduduk

1960770

2.718 18 114977 63 2 “2i673

1973/94- ks 6753 “451 " 126.083 135 : 6 2918
CCAGTBATGN Wi o 22746 2.556 141.403 345 39 3.292
(51983/84 oo o, 72513 0 . 9.280.  158.100 940 .. - 123 . 3.626

éeﬁéﬁ{a !_V”_ _ S
1984/85 83.114 10.459 161,600 1.097 128 3.703

1985/86 95.034 13.171 165.200  1.261 145 3.781
. 1986/87 . ... 107.871 15.472 168.700  1.444 168 3.861
C1987/8% . . 121539 18,1135 172200  L.644 193 3,944
1988/89 135.917 20.524 175.600  1.865 225 4.028
11989/50 152.708 23.623 179.300  2.115 261 4.114
1990/91 171,590 27.190 183.100 2.399 303 4,202

Laju Pertumbuhan (%)

Pelita 1 25,5 9,8 2.3 20,5 3,6 22
Pelia Il 27,5 41,5 2.3 20,6 45,4 2.1
Pelita Il 26,1 29,5 2.3 22,4 25,8 2,2
1965770 -

1983754 26,4 36,6 2,3 21,4 342 22

Dibandingkan dengan PDB, maka besarnya investasi pemerintah secara
nasional akhir Pelita Kesaiu, Kedua, dan Ketiga berturut-turut adalah 6,7%,
11,2%), dan 12,8%. Sedangkan perbandingan yang sama di Sumatera Barat
adalah: 4,4%, 11,3%, dan 13,0%. Angka-angka ini berarti bahwa peranan in-
vestasi pemmerintah dalam mendoreng peningkatan pendapatan masvarakat di
daerah ini relatif lebih tinggi daripada raia-rata nasional. Keadaan ini dialami
sejak akhir Pelita Kedua sampai akhir Pelita Ketiga. *

Dibandingkan dengan seluruh investasi pemerintah secara nasional, maka
persentase investasi pemerintah di Sumatera Barat dalam tahun 1969/70
adalah sekitar 1,7%. Pada akhir Pelita Kesatu menurun menjadi 1,3%, akhir
Pelita Kedua naik menjadi 1,9%), dan akhir Pelita Ketiga tahun 1983/34 turun
LYembali meniadi sebecar 1.3% . Dari ancka-aneka ini terlihat bahwa alokasi
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investasi Pemerintah Pusat (APBN) ke daerah Sumaiera Barat secara relatif
_telah agak semakin menurun,

Déﬁgén memperhatikan sumber-sumber investasi pemerintah dalam pem-
bangunan daerah Sumatera Barat di mana sebagian besar berasal.dari in-
vestasy Pemermtah Pusat, maka perkembangannya juga sangat dlientukan
oleh perkembangan dana APBN. Hubungan ini terutama sekali terdapal ' pida
investasi dalam bentuk provek-provek sekioral dan bantuan Inpres -yang
sumber ddnanya berasal dari. APBN. Dengan memperhatikan laju, :pe
‘buhan APBN dan provek sekioral serta program bantuan Inpres Seiama pe~
riode 1969770 - 1983784 maka terdapat angka elastisitas proyek sektoral se-
‘besar 0,91 dan Bantuan Inpres sebesar 1,03, Angka ini berarti bahwa kenaikan
APBN sebesar 1% ternyata telah menvebabkan meningkatnya alokasi inves-
_La<;1 provek sektoral ke Sumaiera Barart sebesar 0,91% dan alokasi dana ban-
wan Inpres sebesar 1,03%. :

Berdasarkan kepada uraian-uraian di atas dan dengan memperhankan
pmhraan jumlah APBN serta potensi pembiayaan yvang dapat digali dalam
masa mendatang maka jumlah invesiasi pemerintah dalam pembangunan
daerah Sumatera Barat dalam masa mendatang dapat dilihai dalam Tabel 5
berikui: O

Tabel 5
PERKIRAAN SUMBER INVESTASI PEMERINTAH MENURUT JENIS,
[1983/84 - 1990/91 (dalam miivar rupiah)
Tahun ; Provek Baniuan Tabungan Tabungan .ILIﬁ]]E:lh '
Sckioral Inpres Dati 1 Dati 1
1984/85 73,40 3,5 13,50 6,8 125,2
1985/86 N 84,0 36,8 . 16,7 79 145,4
1986/87 96,1 43,0 200 2.0 168,1
1987/88 - 7 7 109,9 50,2 24,0 10,4 i94,5 -
[988/89 - oo 1357 56,7 28,8 Ci2,0 2252
1989/90 .. . - 143,8 68,6 348 13,3 261,0:
1950/91 : 164,5 80,1 _ 42,2 15,9 02,7
Laju Pertum- _
bulan (%%} 14,4 16,8 20,9 15,2 15,9

* Merupakan Daltar Isian Provek (DIP). “y:mg disciujui.
" Merupakan angka anggaran pembangunan dalam APBD 1984/85.

Suher: - Angka-angka 1984/85 - 1988789 dari Rusncanvan Repelia .'VPm,'mmSimmluu Burar,
dan angka-angka 1989/80 - 1990/91, perkiraan, Do
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w:Dari: anﬂka-angka pada Tabel 5 terlihat bahwa jumiah investasi pemerin-

tah akansmencapai Rp 858,4 milvar dalam masa Repelita Keempat (1984/ 85 -

1988/89): sedangﬂan dalam periode 1984/85 - 1990/91 diperkirakan akan ber-

jumlahRp 1.422,1 milyar. Dibandingkan:dengan jumlah dalam Pelita Kenga

_sebesarRp..491,5 -milyar, maka. terdapat. I\ena:kan sebesar 74,6% dalam
Repelita ‘_Kf.’:émp_at dan 189,3% dalam periode 1984/85 - 1990/91. N

Dalam masa 1984/85 - 1990/91 laju pertumbuhan investasi pemerintah ini
'-'d;perkarakan ‘meningkat rata-raia 15, 9% per tahun. Angka ini relatif lebih
besaridari angka Taju pertumbuhan APBN dalam masa Repelita Keempat se-
bésar 15;1% ‘per tahun. Namun dibandingkan dengan laju pertumbuhan da-
Tam*Pelita Ketiga sebesar: 23,6%, ‘'maka laju pertumbuhan -dalam masa-ter- -
sebut di‘dtas jauh lebih rendah. Penurunan-angka laju pertumbuhan ini pada

umupmnya ‘akan - dialami oleh seluruh ‘sumber investasi pemerintah. Hal: ini
ldapat dimakliimi karena ldju pertumbuhan anggaran pembangunan Peme-
rintah ‘Pusat dalam masa térsebut juga akan menurun yaitu hanya mencapai
16,6% per tahun. Penurunan ini jelas akan mempengaruhi pula alokasi APBN
i\e ‘daerah, iermasuk ke Sumatera Barat. :

Dalam masa Repelita Keempat sebesar Rp 489 ! milyar atau 57,0% dars
seEuruh dana investasi pemerintah di daerah ini berasal dari investasi proyek
sekioral. Investasi berupa program Bantuan Inpres berjumiah Rp 220,2 milyar
atau 25,7%, APBD Tingkat 1 sebesar-Rp 103,0 milyar atau 12,0%, dan APBD
Tingkat I1 sebesar Rp 46,1 milyar atan 5,3%. Berarti peranan investasi Peme-
rintah ‘Pusat dalam Repelita Keempat akan mencapai 82,7% dari sehuruh-in-
vestasi pemerintah di daerah Sumatera Barat. Dalam Pelita Ketiga peranan-in-
vestasi Pemerintah Pusat tersebui adalah 87,5%. Sedangkan dalam Pelita
Kesatu ‘dan Kedua masing-masing sebesar 86,0% dan 84,7%. Dengan demi-
kian berarti bahwa peranan investasi Pemerintah Pusat dalam masa Repelita
Keempat relatif lebih kecil bila dibandingkan dengan masa-masa Pelita sebe:
fumnya. Ini berarti pula bahwa peningkatan investasi pemerintah dari APBD
Tingkat I dan Tingkat II perlu ditingkatkan lebih besar dalam masa Repelita
Keempat, dibandingkan dengan sumber investasi pemerintah lainnya.

MASALAH DAN KEBIJAKSANAAN INVESTASI PEMERINTAR

Dengan memperhatikan perkembangan jumlah investasi pemerintah sejak
masa Pelita Kesatu sampai akhir masa Pelita Ketiga maka dapat dikatakan
telah terjadi-peningkatan vang cukup tinggi pada semua sumber. Namun-de-
mikian melihat komposisinya, di mana sebagian besar sumber pembiavaannya
berasal dari luar daerah vaitu dari Pemerintah Pusat, maka dalam usaha pe-
ningkatannya akan lebih banyak ditentukan oleh kebijaksanaan Pemerintah
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¢dangkan untuk meningkatkan investasi yang berasal dari Pemeriﬁ[ah
scndm terbentur kepada terbatasnya potensi sumber pendapatan atau
n wang, dimiliXi dan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, bat
mg,i\al T maupun Daerah Tingkat 11.-Oleh sebab itu untuk’ menmo-_
.._kmkan invesiasi pemerintah dalam pembangunan daerah Sumatera: Barat
dalam masa mendalang masih akan tetap lebih banyak diharapkan dar_l--sum-
bc; PL[]]C[]I]!Elh Pusa; Sy

chuaksanaan a]oixass investasi pemerintah: menurut sektor dlmaksu _
aniargd; lam wunguk - menunjang terwujudnya sistem, perekonomian yang be da-
satkanikepada demokrasi ekonomi, di mana peranan yang lebih besar: _
diberikan-kepada usaha-swasta dan koperasi. Dalam. hal ini peranap Deme—
rintaiizterutama adalaby untuk mendorong terlaksananya sistem yang sebat
dalam - berusaha, yaitu dengan mencipiakan prasarana, sarana, dan fasilitas
pelayanan: ekonori dan pelayanan sosial yang diperlukan. Di samping itu ke-
bijaksanaan-invesiasi pemerintah dikaitkan pula dengan tugas-tugas yang di-
jalankannya, vang dapat dibagi atas tiga macam yairu: (1) tugas pemerintah
umum; (2) tugas pemebangunan; dan (3) tugas kemasyarakatan. Di dalam:tugas
pembangunan, maka arah dari investasi adalah pada bidang prasarana dan
sarana serta fasilitas vang dipertukan untuk mendorong pertumbuhan eko-
nomi‘masyarakat. Di dalam tugas pemerintahan diperlukan pula investasi un-
tuk menunjang kelancaran rugas-tugas pemerintahan, baik dalam bentuk ipe-
nyediaan-sarana fisik: perkantoran dan mobilitas, maupun dalam bentuk per-
alatan dan-lain sebagainya. Sedangkan dalam tugas kemasyarakatan diperlu:
kan‘pula-investasi untuk menvedsakan faqlhtas peananan sosmi yang diperlu-»
kan masvaraka[ ;

Dalam kaitan dengan rugas-tugas tersebut di atas, maka arah mve%tas;
pemermtah dapat dibagi atav dikelompokkan menurut tiga bidang, yaitu:
bldang ekonomi, bidang sosial dan bidang umum. Masing-masing bidang
dapat. d;ba;;s pula atas beberapa sektor yattu sebagaimana yang dapat dlhha{
dalam Tabel 6.

Sesuai dengan kebijaksanaan dan sasaran pembangunan daerah Sumatera
Barat, yaitu memprioritaskan pembangunan bidang ekonomi maka arah dan
kebijaksanaan investasi pemerintah ternyata sudah sejalan dengan kebijak-
sanpaanitersebur. Sejak masa Pelita Kesatu; Kedua, dan Ketiga, sebagian besar
investasi pemerintah di Sumatera Barat tefah dititikberatkan kepada bidang
ckonomi. Dalam masa Pelita Ketiga alokasi investasi pada bidang ekonomi
berjumlah Rp 302,5 milyar atau lebih kurang 61,8% dari seluruh investasi.
Pada ‘bidang sosial dialokasikan sekitar 27,1% dan bidang umum sebesar
11,1%. Untuk lebih jelasnya mengenai alokasi investasi menurut bidang dan
sektor dalam masa Pelita: Ketiga dan Repelita Keempat dapat dlperhankan
Tabel 6.
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Tabel 6

“RENCANA REALISASI DANA INVESTASE PEMERINTAH MENURUT
- BIDANG/SEKTOR SELAMA REPELITA IV DIBANDINGKAN
_ DENGAN PELETA_ 111 (dalams milvar supiah}

Sl Pehla v

Bidanig/Sektor 1m0 - -
' 2l Jumlah Bl Jumlah

A ch[un EAunmm_g"._,_.__,._ T I AR 02,5 61,8 361,4
e Pcnamandan ivigasil, o s e 0TGRS 021,90 198,2

'_:.-.-2-'='_:lﬂdl-l5[“ | PR N L Y DO e, ' 1!9 sangd .014: B i 896 88
3. Pertambangan dan cncrbl . o358 1.3 56,7
4, Perhubungan dan pariwisaia 1 ' 119,5 24,4 226,6
5. Perdagangan dan Koparam | 16,0 3,2 20,6
6. Penduduk dan transmigrasi ¢ 0 C180° 3, 31,8
'7.- Pcmbangunan gacrah, ‘desa dan Kota G0 7,0 LS 18,9
B Bm’un Suvm! Gen e ) i Xk 133,_1 L 201 2017 23,5
L8 Agama o o e 6,5 4,3 12,0 ¢ 04,4
9. Pendidikan, gencram muda Ke(uhanan —— )
. dan chen_ayaan lerhadap Tuhan i ' ) " 4 . 5
“"Yarig Maha Esa . T 898 B8 1202 140
10:° Keéschatan, -kesejahteraan sosial, Peranan’ il : e =31 Ha%
' Wanita dan-Keluarga Berencana- co 284 5.8 . 51,8 26,0
21boPerymahan dan pemukiman - 86 LT 80 200
C._.B.'(-"(Hi'" Ummrr o o o S 54,3 _H,I o953 ILr
12. Hukum 85 1,7 146 17
13. Pertahanan dan keamanan 0,3 0,1 1,7 1,2
14, Pencrangan dan Komunikasi 3,7 0,8 1.7 0,9
15, Hmu pengetahuan, teknologi dan
penelitian et 2,0 18,0 7122
16. Aparatur pemerintah 22,0 4,5 35,2 4,1
17.. Sumber alam dan lingkungan hidup - P 5 20 . 17,2 - 2,0
Jumiah .. ' _ 4913 . 1000 8584  100,0

Sumber: . Pemerimail Daerah, Propmm Sumalera Barat, Rancangan Repe !rm Kc’euwm ]984/85 -
1988/89 Dumuh Smuu!c'ur Burur, Buku I, hal, 7.11.

Alokasi dana investasi pada bidang ekonomi dititikberatkan kepada dua
sektor; yaitu sektor prasarana perhubungan dan pariwisata dan sektor per-
tamian dan irigasi, Alokasi dana pada sektor perhubungan antara.lain dikait-
kan dengan usaha untuk memperiancar arus transportasi guna mendorong
peningkatan produksi masyarakat. Sedangkan investasi dalam sektor peria-
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nian diarahkan kepada pembangunan saluran irigasi dan bendungan irigdsi

dalam rangka membaniu usaha peningkatan produksi pangan, khususnya
padi sawah.. TE ; :

Palam masa Repelita Keempat alokasi investasi pemerintah masih dimik—
buml\an I\L,pada bidang ekonomi dengan priaritas masih pada sekior prasa-
rana dan- pertanian, Peranan dana invesiasi dalam masa ini mencapai 65 A%
vang berarti<lebili’besar dibandingkan dengan sclama periode Pelita Ketiga.

Sclanjuinya bidang sosial dan bidang umum masing-masing menyerap:dana’

invesiasi sebesar 23,5% dan'11,1% dari seluruh dana yang ada. Dalam bidang
sosial perhatian utama dari arah invesiasi ini masih diberikan kepada‘sektor
-pcndui;kan dan !\u.,%h'uan di mana masing-masing mcmpcroieh dana sebwar
14 0% dan 6 (0% dari scluruh dana vang tersedia.

e Denga:ﬁ.nmmperélatikan pola kebijaksanaan investasi pemerintah dalam
masa Pclita Ketiga dan Repelite Keempat, maka.dalam masa-masa selanjui-
nva, khususnya sampai 1ahun 1980/91 pola 1ersebut diperkirakan masih perlu
dilanjutkan: Investasi dalam bidang ckonomi, vailu pada sckior prasarana
perhiubungan, khiususnya perhubungan darat masih diperiukan antara “lain
dalam bentuk pembukaan jalan-jalan baru guna menibuka isolasi daerah vang
masih cukup banyak terdapat di Sumaiera Barat. Selanjutnya alokasi dana in-
vestasi pada sektor pertanian perlu pula: ditingkatkan mengingat target
Sumatera Barat dalam produksi padi masih akan meningkat dalam masa-masa
mendatang. Suatu hal vang perlu mendapat perhatian-adalah atokasi investasi
pada sckior perlambangan dan energi. Hal ini perlu mendapat perhatian
mengingat poierm dalam i\cdua sekior tersebut cukup besar di dacrah Suma—‘
h.:a Barat.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASH

“Untuk ‘mencapai target pertumbuhan ckonomi daerah Sumatera Barat
vang akan meningkat sebesar 6,0% per tahun dalam masa Repelita Keempat
dan rala-rata sebesar 6,3% per talun dalam periode 1983-1990 dlper]ukan pe-
ningkatan vang cukup besar dalam jumlah investasi. Peningkatan investasi
vang diperlukan adalah scbesar Rp 1.836,3 milvar sclama masa Repelita Ke-
empal dan mencapai Rp 3.162,1 milyar dalam periode 1984/85 - 1990/91. Un-
tuk itu laju pertumbuhan investasi perlu ditingkatkan rata-rata 24,1% per
tahun.

Untuk memenuhi kebuiuhan investasi:tersebut di atas, ‘maka sumber-
simber pembiayaan yvang berasal dari sektor pemerintah dan non-pemerintah
perlu pula ditingkatkan. Dalam masa 1969/70 = 1983/84 kedua sumber:dana
investasi tersebutitelah berhasil:pula ditingkatkan. Sampai akhir masa Pelita
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."__-Keuga kecenderungan yang terjadi adalah relatif semakin memngkamya pe» :
ranan investasi pemerintah dalam pembangunan daerah Sumatera Barat. Pe_:'_
ranannya ‘secara berturut-turut adalah: Pelita Kesatu 53,5%, Pelita Kedua-
5,4%. dan Pelita Ketiga sebesar 53,9%. Namun mulai periode Repelita Ke- .

empat peranan ‘investasi pemerintah tersebut mulai menurun sehingga hanya'_.-}_- _
~akan mampu ‘membiayai sekitar 46,7% dari seluruh kebutuhan investasi pada .

: periode tersebut. Sedangkan dalam periode 1984/85 - 1990/91 peranan in:. .
: estasi pemermtah tersebut akan menurun mencapai 45,0%. Ini berarti bahwa'_' .
peranan sektor non-pemerintah akan lebih banyak diharapkan dalam meme-'.;_j'.
nuhi kebumhan dana investasi dalam masa mendatang. \

o “Penurunan pertumbuhan investasi pemerintah dalam masa mendatang ter-.
. utama disebabkan karena penurunan pertumbuhan yang dialami oleh Ang-
_ ‘garan Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hal ini selanjutnya akan ber-.
. pengaruh kepada alokasi anggaran pembangunan ke daerah, baik dalam ben-
-"tuk proyek sektoral dan bantuan Inpres, maupun berupa subsidi pemba-

- ‘mgunan ke Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II. Laju pertumbuhan inves- -
‘tasi pemerintah dalam masa Repelita Keempat hanya diperkirakan meningkat
rata-rata 13,7% dalam masa Repelita Keempat dan sebesar 15, 9% dalam pe-
riode 1984/85 - 1990/91. Sedangkan dalam masa Pelita Ketiga mampu men-

capai laju peningkatan 25,8% per tahun.

Untuk memenuhi kebutuhan investasi pemerintah yang akan meningkat
dalam masa mendatang, maka sebagian besar masih diharapkan dipenuhi oleh
investasi Pemerintah Pusat. Dalam masa 1984/85 - 1990/91 peranan investasi
Pemerintah Pusat tersebut diharapkan sebesar 82,7%, sedangkan dalam masa
sebelumnya adalah sebesar 87,3%. Ini berarti pula bahwa peranan investasi
Pemerintah Daerah perlu ditingkatkan lebih besar dalam masa mendatang,
vaitu dengan mendorong usaha penggalian pendapatan asli daerah, dengan
melalui eksiensifikasi dan intensifikasi punguian pajak daerah, retribusi
daerah danpungutan-pungutan lainnya.

Kebijaksanaan investasi pemerintah dalam masa mendatang masth tetap
perfu diarshkan kepada bidang ekonomi. Peranan yang lebih besar masih
perhu diaratkan untuk pembangunan prasarana perhubungan dan sektor per-
tanian. Investasi untuk sektor prasarana diperlukan sekitar 26,4% dan seklor
pertanian sbesar 23,1%. Di samping itu usaha-usaha keterpaduan dalam
pelaksanaan pemnbangunan, efisiensi penggunaan dana pembangunan, dan
tain-lainnya periu lebih mendapat perhatian dan lebih ditingkatkan di masa-
masa mendatang.









